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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku berjudul 
Pemerintahan Daerah di Indonesia ini dapat diselesaikan dengan 
baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber belajar utama bagi 
para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan siapa pun yang memiliki 
minat untuk memahami secara mendalam seluk-beluk pemerintahan 
daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah salah satu agenda reformasi paling 
fundamental yang telah mengubah wajah Indonesia. Ia bukan sekadar 
pergeseran administrasi, melainkan sebuah transformasi politik, 
ekonomi, dan sosial yang dampaknya terasa hingga ke sendi-sendi 
kehidupan masyarakat. Namun, memahami otonomi daerah tidaklah 
sederhana. Perjalanannya penuh dengan dinamika, tarik-menarik 
kepentingan, keberhasilan yang membanggakan, sekaligus kegagalan 
yang memprihatinkan. Kompleksitas inilah yang mendorong kami 
untuk menyajikan sebuah karya yang mencoba memotretnya secara 
utuh dan seimbang.

Buku ajar ini dirancang dengan pendekatan berbasis outcome-
based education (OBE), di mana setiap bab memiliki capaian 
pembelajaran yang jelas. Materi disajikan secara sistematis, dimulai 
dari pengenalan konsep dasar, penelusuran jejak historis, analisis 
kelembagaan kontemporer, hingga proyeksi tantangan dan visi masa 
depan. Kami berupaya menyajikan pembahasan yang tidak hanya 
teoretis, tetapi juga kontekstual dengan menyertakan berbagai contoh, 
studi kasus, dan analisis kritis terhadap isu-isu aktual.

Penyusunan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa 
dukungan dan referensi dari berbagai pihak. Kami mengucapkan 
terima kasih kepada para penulis dan peneliti yang karyanya telah 
menjadi rujukan utama dalam buku ini. Pikiran dan analisis mereka 
telah memperkaya dan mempertajam setiap pembahasan yang kami 
sajikan.
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Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para 
pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan 
datang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat, membuka 
wawasan, dan memantik semangat untuk terus berkontribusi dalam 
mewujudkan cita-cita otonomi daerah: pemerintahan yang efektif, 
demokratis, dan menyejahterakan rakyatnya.

Selamat membaca.

						      Hormat kami,

						      Penulis
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BAB 1

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN DAN KONSEP 
DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 
melakukan hal-hal berikut.

1.	 Menganalisis ruang lingkup dan objek kajian ilmu pemerintahan, 
serta hubungannya dengan disiplin ilmu lain, seperti ilmu 
politik dan administrasi publik.

2.	 Membedakan konsep negara kesatuan dan negara federal, serta 
menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara kesatuan yang 
terdesentralisasi.

3.	 Menjelaskan definisi, tujuan, dan perbedaan mendasar antara 
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.	 Menguraikan konsep otonomi daerah sebagai manifestasi dari 
desentralisasi, mencakup hak, wewenang, kewajiban, serta 
tujuannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi 
lokal.

Pendahuluan

Pemerintahan merupakan sebuah mekanisme sentral dalam 
kehidupan bernegara yang perannya menyentuh berbagai aspek 
kehidupan warga negara. Pemahaman mendalam mengenai seluk-
beluk pemerintahan menjadi krusial, tidak hanya sebatas mengenali 
struktur kekuasaan, tetapi juga memahami bagaimana kekuasaan 
tersebut diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan kepada 
publik. Ilmu pemerintahan hadir sebagai disiplin yang secara sistematis 
mengkaji fenomena tersebut, menyediakan kerangka konseptual 
untuk membedah kompleksitas interaksi antara negara, pemerintah, 
dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara kepulauan 
yang sangat beragam, diskursus mengenai model distribusi kekuasaan 
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antara pusat dan daerah menjadi sangat fundamental (Bura, dkk., 
2023).

Distribusi kekuasaan ini menjadi inti dari pembahasan 
mengenai pemerintahan daerah. Sejarah Indonesia diwarnai oleh 
perdebatan panjang mengenai model ideal hubungan pusat-daerah, 
yang pada akhirnya mengerucut pada pilihan strategis untuk 
membangun negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi. 
Pilihan ini bukan sekadar keputusan teknis-administratif, melainkan 
sebuah komitmen politik untuk mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat, mengakselerasi pembangunan yang merata, dan 
memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola urusannya 
sendiri. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001), desentralisasi 
menjadi jembatan untuk mentransformasikan pemerintahan yang 
cenderung sentralistis menjadi lebih partisipatif dan responsif 
terhadap kebutuhan lokal yang beragam.

Bab ini akan menjadi fondasi bagi pemahaman menyeluruh 
mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Pembahasan akan 
diawali dengan pengenalan ruang lingkup ilmu pemerintahan untuk 
memberikan landasan keilmuan yang kokoh. Selanjutnya, bab ini 
akan mengupas konsep-konsep kunci seperti negara kesatuan, 
desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, hingga muaranya 
pada konsep otonomi daerah. Dengan memahami konsep-konsep 
dasar ini, pembaca akan memiliki bekal yang memadai untuk 
menjelajahi dinamika, tantangan, dan masa depan pemerintahan 
daerah di Indonesia yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. 
Pemahaman ini esensial untuk menganalisis bagaimana otonomi 
daerah diimplementasikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan 
bernegara, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia (Sudrajat, 2024).

A.	 Ruang Lingkup dan Objek Kajian Ilmu Pemerintahan

Memasuki ranah ilmu pemerintahan berarti menyelami 
sebuah disiplin ilmu sosial yang fokus pada fenomena kekuasaan dan 
penyelenggaraan negara. Disiplin ini tidak berdiri sendiri, melainkan 
memiliki akar historis dan keterkaitan yang erat dengan ilmu-ilmu 
lain, terutama ilmu politik dan administrasi publik. Memahami posisi 
ilmu pemerintahan di antara konstelasi ilmu-ilmu sosial lainnya 
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menjadi langkah awal yang penting untuk memetakan batasan serta 
kekhasan objek kajiannya. Hal ini membantu kita untuk tidak hanya 
melihat pemerintahan sebagai sebuah struktur, tetapi juga sebagai 
sebuah proses yang dinamis dan penuh dengan interaksi kekuasaan.

Oleh karena itu, subbab ini akan menguraikan secara sistematis 
mengenai apa itu ilmu pemerintahan, apa saja yang menjadi fokus 
kajiannya, dan bagaimana ia beririsan sekaligus berbeda dengan 
disiplin terdekatnya. Pembahasan akan dimulai dari definisi dan 
objek formal maupun material dari ilmu pemerintahan. Selanjutnya, 
akan dianalisis hubungan dialektis antara ilmu pemerintahan dengan 
ilmu politik yang membahas perebutan dan penggunaan kekuasaan, 
serta dengan administrasi publik yang fokus pada bagaimana 
kebijakan dieksekusi secara efisien dan efektif. Pemahaman ini akan 
dikunci dengan pendalaman konsep-konsep inti seperti kekuasaan, 
kewenangan, dan kebijakan publik yang menjadi nadi dari setiap 
aktivitas pemerintahan.

1.	 Definisi dan Objek Kajian Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 
secara spesifik mengkaji gejala dan peristiwa pemerintahan, baik 
dalam tataran teoretis maupun praktis. Fokus utamanya adalah pada 
hubungan-hubungan yang tercipta dalam proses penyelenggaraan 
negara, terutama antara lembaga-lembaga pemerintahan serta antara 
pemerintah dengan masyarakat yang diperintah. Menurut Bura, 
dkk. (2023), objek kajian ilmu pemerintahan mencakup segala hal 
yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, kebijakan, dan pelayanan 
publik. Ilmu ini tidak hanya mempelajari struktur formal seperti 
kementerian atau dinas daerah, tetapi juga proses informal, dinamika 
kekuasaan, dan perilaku para aktor yang terlibat di dalamnya, yang 
secara keseluruhan membentuk apa yang disebut sebagai tata kelola 
pemerintahan.

Secara lebih perinci, objek kajian ilmu pemerintahan dapat 
dianalisis pada berbagai tingkatan. Pada level makro, ilmu ini 
menganalisis bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hubungan 
antarlembaga tinggi negara. Pada level meso, fokusnya adalah pada 
hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 
yang menjadi inti dari buku ajar ini. Kajian mengenai desentralisasi 
dan otonomi daerah merupakan jantung dari studi pemerintahan di 
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negara kesatuan seperti Indonesia (Sembiring, dkk., 2023). Sementara 
itu, pada level mikro, ilmu pemerintahan menelaah interaksi 
langsung antara aparatur birokrasi dengan warga negara dalam 
konteks pelayanan publik, implementasi kebijakan, serta dinamika 
kepemimpinan lokal, termasuk di tingkat desa (Rauf & Maulidiah, 
2015). Kajiannya bersifat interdisipliner, sering kali meminjam teori 
dan metode dari ilmu sosial lainnya untuk memahami fenomena 
pemerintahan secara holistik.

Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa objek kajian 
ilmu pemerintahan makin meluas, tidak lagi terbatas pada institusi 
negara (state). Konsep governance atau tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance) kini menjadi bagian tak terpisahkan, yang 
menekankan pentingnya interaksi kolaboratif antara tiga pilar utama: 
pemerintah (state), sektor swasta (private sector), dan masyarakat sipil 
(civil society). Sudrajat (2024) menjelaskan bahwa pergeseran dari 
paradigma government ke governance menuntut analisis yang lebih 
kompleks mengenai jejaring kebijakan, kemitraan, dan partisipasi 
publik dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh 
karena itu, ilmu pemerintahan modern tidak hanya bertanya “apa 
yang pemerintah lakukan?”, tetapi juga “bagaimana masalah publik 
diselesaikan melalui sinergi berbagai aktor?”

2.	 Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik dan 
Administrasi Publik

Hubungan antara ilmu pemerintahan dan ilmu politik 
sering digambarkan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, 
di mana keduanya berpusat pada studi tentang kekuasaan. Ilmu 
politik secara umum berfokus pada proses perebutan kekuasaan, 
pembentukan ideologi, dan perilaku politik aktor-aktor dalam arena 
kekuasaan. Sementara itu, ilmu pemerintahan lebih berkonsentrasi 
pada bagaimana kekuasaan yang telah diperoleh tersebut 
diinstitusionalisasikan dan dijalankan melalui lembaga-lembaga 
negara. Sembiring, dkk. (2023) menggarisbawahi bahwa ilmu politik 
mengkaji “siapa yang memerintah dan mengapa”, sedangkan ilmu 
pemerintahan lebih fokus pada “bagaimana pemerintahan itu 
dijalankan”. Keduanya saling melengkapi, di mana proses politik 
menghasilkan kebijakan yang kemudian menjadi objek kajian 
implementasi dalam ilmu pemerintahan.
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Di sisi lain, hubungan ilmu pemerintahan dengan administrasi 
publik juga sangat erat dan sering kali tumpang tindih. Keduanya 
sama-sama menaruh perhatian pada aparatur negara dan proses 
pelaksanaan kebijakan publik. Namun, administrasi publik, seperti 
yang diuraikan oleh Suryadi (2010), lebih menekankan pada aspek 
manajerial dan teknis dari birokrasi. Fokusnya adalah pada prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam memberikan 
pelayanan publik. Administrasi publik bertanya, “bagaimana cara 
terbaik untuk melaksanakan tugas pemerintahan?” Sementara 
itu, ilmu pemerintahan memiliki cakupan yang lebih luas dengan 
memasukkan dimensi politik dan hukum, mempertanyakan legitimasi, 
kewenangan, dan dampak kebijakan terhadap hubungan kekuasaan.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah 
tentang “seni” memenangkan dan mempertahankan kekuasaan, 
administrasi publik adalah tentang “ilmu” mengelola mesin 
birokrasi, dan ilmu pemerintahan adalah studi yang menjembatani 
keduanya dengan menganalisis institusi dan proses di mana 
kekuasaan politik diubah menjadi tindakan administratif. Rusfiana 
dan Supriatna (2021) menegaskan bahwa memahami birokrasi 
pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang 
melingkupinya. Oleh karena itu, seorang ahli pemerintahan harus 
memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik, 
prinsip-prinsip administrasi, dan kerangka hukum yang mengatur 
jalannya pemerintahan.

3.	 Konsep Kunci: Kekuasaan, Kewenangan, dan Kebijakan Publik

Kekuasaan (power) adalah konsep paling fundamental 
dalam ilmu pemerintahan, yang merujuk pada kemampuan untuk 
memengaruhi atau memaksa pihak lain agar bertindak sesuai dengan 
kehendak pemegang kekuasaan. Dalam konteks negara, kekuasaan 
ini dilembagakan dan memiliki sifat memaksa yang sah. Namun, 
agar kekuasaan dapat diterima dan ditaati secara berkelanjutan, ia 
harus memiliki legitimasi, yaitu pengakuan dan penerimaan dari 
masyarakat bahwa kekuasaan tersebut sah dan pantas untuk ditaati. 
Bura, dkk. (2023) menjelaskan bahwa pemerintahan yang stabil 
tidak hanya mengandalkan paksaan, tetapi juga pada persetujuan 
dan kepercayaan dari rakyat yang diperintah. Legitimasi inilah yang 
mengubah kekuasaan mentah menjadi otoritas yang dihormati.
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Ketika kekuasaan telah dilegitimasi dan diformalkan melalui 
norma hukum, ia bertransformasi menjadi kewenangan (authority). 
Kewenangan adalah hak yang diakui secara hukum untuk membuat 
keputusan, memerintah, dan menuntut ketaatan. Berbeda dengan 
kekuasaan yang bisa bersifat personal, kewenangan melekat pada 
suatu jabatan atau institusi. Seorang bupati, misalnya, memiliki 
kewenangan untuk menandatangani peraturan daerah bukan 
karena kekuatan pribadinya, melainkan karena jabatannya diberikan 
wewenang tersebut oleh undang-undang (Fitriani, t.t.). Dalam konteks 
pemerintahan daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah 
pusat dan daerah menjadi isu sentral yang diatur secara perinci dalam 
peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014.

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah 
pada akhirnya diwujudkan melalui kebijakan publik (public policy). 
Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan dan tindakan yang 
diambil oleh pemerintah untuk merespons suatu masalah atau untuk 
mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat 
luas. Ansar, dkk. (2022) memberikan contoh bagaimana kebijakan 
pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan merupakan 
manifestasi dari penggunaan kewenangan untuk mencapai tujuan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proses kebijakan publik, 
mulai dari perumusan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, 
hingga evaluasi, merupakan arena di mana berbagai aktor politik dan 
administratif berinteraksi dan menjadi salah satu objek kajian utama 
dalam ilmu pemerintahan.

B.	 Konsep Negara Kesatuan, Federalisme, dan Posisi Indonesia

Bentuk negara merupakan kerangka dasar yang menentukan 
bagaimana kekuasaan didistribusikan secara vertikal, yaitu antara 
pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan di bawahnya. 
Pilihan atas bentuk negara ini memiliki implikasi yang sangat 
mendalam terhadap arsitektur pemerintahan, hubungan antartingkat 
pemerintahan, dan pada akhirnya, terhadap corak pelayanan publik 
serta partisipasi politik warga negara. Secara global, dua model utama 
yang paling banyak dikenal dan diadopsi adalah negara kesatuan 
(unitary state) dan negara federal (federal state). Masing-masing 
model menawarkan kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta lebih 
cocok untuk konteks sosial-politik dan geografis yang berbeda.
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Subbab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 
jernih mengenai kedua konsep bentuk negara tersebut dengan 
menguraikan ciri-ciri dan karakteristik fundamentalnya. Setelah 
membedah kedua model tersebut, pembahasan akan ditarik ke 
dalam konteks Indonesia. Akan dianalisis bagaimana perdebatan 
mengenai bentuk negara mewarnai sejarah konstitusi Indonesia sejak 
awal kemerdekaan, yang melibatkan pertarungan ideologis antara 
para pendiri bangsa. Puncaknya, subbab ini akan menegaskan dan 
mengelaborasi posisi Indonesia sebagai negara kesatuan, namun 
bukan negara kesatuan yang sentralistis, melainkan yang secara sadar 
memilih desentralisasi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya (Bratakusumah & Solihin, 2001), sebuah kompromi 
historis yang terus membentuk dinamika politik hingga hari ini.

1.	 Ciri-ciri dan Karakteristik Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kedaulatan 
bersifat tunggal dan tidak terbagi, yang secara inheren berada 
di tangan pemerintah pusat. Dalam model ini, hanya ada satu 
konstitusi yang berlaku sebagai hukum tertinggi, dan semua 
tingkatan pemerintahan di bawahnya (provinsi, kabupaten/kota) 
dibentuk dan diberi wewenang oleh pemerintah pusat melalui 
undang-undang. Menurut Bura, dkk. (2023), ciri fundamental dari 
negara kesatuan adalah bahwa pemerintah daerah tidak memiliki 
kedaulatan sendiri; eksistensi dan kewenangan mereka berasal dari 
pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan 
ini dapat diubah, diperluas, atau bahkan ditarik kembali oleh pusat 
melalui proses legislasi nasional.

Karakteristik utama lainnya adalah adanya potensi sentralisasi 
kekuasaan yang kuat, meskipun tidak selalu demikian. Dalam 
negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi untuk 
membuat hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara, memastikan 
adanya keseragaman kebijakan dan standar pelayanan. Hal ini sering 
dianggap sebagai keunggulan untuk menjaga integrasi nasional dan 
menjamin perlakuan yang setara bagi semua warga negara. Namun, 
dalam praktiknya, negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua 
model: negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana hampir 
semua urusan dikendalikan oleh pusat, dan negara kesatuan dengan 
sistem desentralisasi, di mana daerah diberikan otonomi untuk 
mengurus sebagian urusannya sendiri (Rauf, 2018).
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Contoh negara-negara yang menganut bentuk kesatuan 
antara lain adalah Prancis, Jepang, dan Indonesia. Di negara-
negara ini, meskipun terdapat pemerintah daerah dengan tingkat 
otonomi yang bervariasi, mereka tetap berada dalam kerangka 
supremasi pemerintah pusat. Keputusan-keputusan strategis yang 
menyangkut kedaulatan negara, seperti pertahanan, keamanan, 
politik luar negeri, dan kebijakan moneter, secara mutlak menjadi 
domain pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pada esensinya, 
berfungsi untuk melaksanakan kebijakan nasional di tingkat lokal 
dan mengelola urusan-urusan yang secara spesifik telah diserahkan 
oleh pusat melalui undang-undang (Jaidun, t.t.). Fleksibilitas dalam 
penyerahan urusan inilah yang membuat model negara kesatuan 
dapat beradaptasi dengan berbagai tingkat kebutuhan otonomi 
lokal.

2.	 Ciri-ciri dan Karakteristik Negara Federal

Negara federal, atau yang juga dikenal sebagai negara 
serikat, adalah bentuk negara di mana kedaulatan dibagi antara 
pemerintah federal (pusat) dan pemerintah negara bagian (unit-unit 
konstituen). Berbeda dengan negara kesatuan, dalam sistem federal, 
baik pemerintah federal maupun negara bagian memiliki lingkup 
kewenangan masing-masing yang dijamin dan dilindungi oleh 
konstitusi. Keduanya memiliki kedudukan yang setara (coordinate) 
dan tidak saling lebih tinggi atau lebih rendah (subordinate) dalam 
urusan yang menjadi kewenangannya. Menurut Sembiring, dkk. 
(2023), prinsip federalisme adalah adanya pembagian kekuasaan 
yang jelas dan diatur secara konstitusional, di mana setiap tingkat 
pemerintahan memiliki otonomi dalam bidangnya masing-masing.

Ciri khas dari negara federal adalah keberadaan dua lapis 
pemerintahan (federal dan negara bagian) yang sama-sama memiliki 
hubungan langsung dengan warga negaranya. Setiap negara bagian 
umumnya memiliki konstitusi, lembaga legislatif, eksekutif, dan 
yudikatifnya sendiri, yang beroperasi secara independen selama 
tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Pembagian urusan 
pemerintahan diatur secara perinci dalam konstitusi, di mana urusan-
urusan yang bersifat nasional (seperti pertahanan, mata uang, dan 
hubungan internasional) menjadi kewenangan pemerintah federal, 
sementara urusan yang lebih bersifat lokal (seperti pendidikan dasar, 
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kepolisian lokal, dan pekerjaan umum) menjadi kewenangan negara 
bagian. Sengketa kewenangan antara kedua tingkatan pemerintahan 
ini biasanya diselesaikan oleh lembaga peradilan tertinggi, seperti 
Mahkamah Agung (Bura, dkk., 2023).

Model federal sering kali menjadi pilihan bagi negara-negara 
dengan wilayah yang sangat luas, populasi yang besar, atau tingkat 
heterogenitas etnis, budaya, dan bahasa yang tinggi. Tujuannya adalah 
untuk mengakomodasi keragaman tersebut dengan memberikan 
otonomi yang kuat kepada unit-unit regional, sambil tetap 
mempertahankan persatuan nasional dalam sebuah ikatan federal. 
Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, 
Jerman, Australia, dan Malaysia. Meskipun demikian, sistem ini juga 
memiliki tantangan, seperti potensi terjadinya konflik yurisdiksi 
antara pemerintah federal dan negara bagian, serta munculnya 
kesenjangan pembangunan dan pelayanan publik antarnegara bagian 
yang memiliki kapasitas ekonomi berbeda (Novianto, dkk., 2015).

3.	 Perdebatan Bentuk Negara dalam Sejarah Konstitusi Indonesia

Perdebatan mengenai bentuk negara yang paling sesuai untuk 
Indonesia telah menjadi diskursus penting sejak masa persiapan 
kemerdekaan. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), para pendiri bangsa 
menyuarakan pandangan yang berbeda mengenai struktur negara 
yang akan dibentuk. Sebagian tokoh, seperti Mohammad Hatta, 
mengusulkan bentuk negara federal (serikat) dengan pertimbangan 
bahwa struktur ini lebih cocok untuk mengakomodasi kemajemukan 
suku, budaya, dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas. Hatta 
khawatir bahwa negara kesatuan akan berujung pada sentralisme 
kekuasaan di Jawa dan mengabaikan kepentingan daerah-daerah lain 
(Bura, dkk., 2023).

Di sisi lain, mayoritas tokoh, termasuk Soekarno dan Soepomo, 
lebih mendukung bentuk negara kesatuan. Argumen mereka 
didasarkan pada pengalaman sejarah sebagai bangsa yang terjajah, 
di mana politik pecah belah (devide et impera) oleh kolonial Belanda 
menjadi trauma kolektif. Bentuk negara federal dikhawatirkan akan 
menjadi alat untuk memecah belah persatuan bangsa yang baru 
saja akan diraih. Semangat untuk membangun sebuah bangsa yang 
solid dan kuat dari Sabang sampai Merauke mendorong pilihan 
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pada negara kesatuan. Akhirnya, pandangan ini yang disepakati 
dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas 
menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang 
berbentuk republik” (Mulkan & Aprita, 2023).

Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa Indonesia 
pernah secara singkat menerapkan sistem federal melalui Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat (RIS) pada periode 1949–1950 sebagai 
hasil dari Konferensi Meja Bundar. Namun, bentuk negara serikat ini 
tidak bertahan lama karena dianggap sebagai warisan kolonial yang 
tidak sesuai dengan jiwa dan semangat persatuan bangsa. Tuntutan 
dari berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan 
sangat kuat, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia 
kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Pengalaman singkat ini, menurut Sembiring, dkk. (2023), justru 
makin mengukuhkan komitmen bangsa Indonesia terhadap negara 
kesatuan sebagai pilihan final dan harga mati.

4.	 Posisi Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang Terdesentralisasi

Indonesia secara tegas memosisikan diri sebagai negara 
kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya. Pilihan ini merupakan sebuah sintesis atau 
jalan tengah yang mengakomodasi dua kebutuhan fundamental: 
kebutuhan akan persatuan nasional (yang dijamin oleh kerangka 
negara kesatuan) dan kebutuhan akan pengakuan terhadap 
keragaman serta aspirasi lokal (yang diakomodasi melalui 
desentralisasi). Dalam model ini, kedaulatan tetap tunggal di tangan 
pemerintah pusat, namun sebagian besar urusan pemerintahan 
diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus secara mandiri 
(Bratakusumah & Solihin, 2001).

Landasan konstitusional bagi posisi ini dipertegas dalam 
Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 hasil amendemen. Pasal 18 ayat 
(2) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 
Selanjutnya, ayat (5) menegaskan bahwa pemerintahan daerah 
menjalankan “otonomi seluas-luasnya”, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah 
pusat. Menurut Mulkan dan Aprita (2023), formulasi ini menunjukkan 
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